PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN by Suka'arsana, I Komang
 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN 
 
I Komang Suka’arsana 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti 
ikomang.sk@trisakti.ac.id  
 
 
ABSTRAK 
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal dengan Archipelago, yang terdiri dari luas 
pantai sepanjang 95.181 km2, dengan luas wilayah 5,8 km2. Luasnya wilayah Indonesia mengakibatkan 
banyaknya sumber daya alam khususnya masalah perikanan. Dampak dari sumber alam laut yang beraneka 
ragam menyebabkan banyaknya kapal-kapal asing tertetik untuk melintas dan mengambil hasil laut tanpa 
melalui proses yang benar sesuai UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, dengan cara melakukan 
pencurian ikan atau illegal fishing. Arti dari istilah illegal fishing tidak termuat di dalam UU Nomor 45 
tahun 2009, namun istilah illegal fishing ada dalam Penjelasan Umum UU No. 45 trahun 2009, yang 
menyatakan tindakan illegal fishing dapat mendatangkan kerugian bagi negara, mengancam kepentingan 
nelayan serta usaha-usaha perikanan nasional. Dilihat dari cara melakukan illegal fishing dengan 
melakukan penangkapan ikan di laut wilayah Indonesia tanpa adanya Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) 
dan Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Oleh karena illegal fishing dapat diartikan berupa 
larangan penangkatan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara apapun 
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mengolah dan lainnya tanpa 
memiliki SIUP dan SIKPI. Dengan Pokok masalah “Bagaimana pengaturan penangkapan ikan di wilayah 
Perairan Indonesia berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan?”.Tipe penelitian 
menggunakan penelitian normatif, dengan data sekunder dan kesimpulan bersifat kualitatif. Penegakan 
Hukum dalam tindak pidana illegal fishing jika sudah ada bukti permulaan membolehkan kapal pengawas 
melakukan penenggelaman kapal. 
Kata Kunci: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan 
 
 
I. LATAR BELAKANG 
Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudera memiliki 
luas wilayah terbesar berupa perairan atau lautan. WALHI Indonesia “menyatakan bahwa Indonesia 
merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena Indonesia memiliki 17.480 pulau dan pantai 
sepanjang 95.181 km2 dan luas wilyah 5,8 km2”. (Mahmudah, 2015: p. 1). yang terdiri dari gugusan pulau-
pulau dengan pulau terluar Pulau We di ujung Banda Aceh dan Pulau Papua. Keadaan Indonesia dalam 
Deklarasi Juanda 1957 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Arti dari 
negara Kepulauan berdasarkan Konvensi PBB Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego 
Bay, Jamaica, pada Pasal 46 butir (a,b) dapat diartikan  suatu negara tediri dari satu atau lebih kepulauan. 
Adapun makna aturan ini Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau yang di keliling wilayah perairan dan 
antara pulau dan perairan merupakan satu kesatuan geografis. Selain itu wilayah perairan Indonesia jauh 
lebih luas daripada wilayah daratan. Penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan diatur pula dalam hukum 
dasar yaitu Amandemen ke 2 UUD1945 pada Pasal 25 E yang mengatur  negara kesatuan Indonesia berciri 
khas nusantara  dengan batas wilayah dan hak-haknya diatur dalam undang-undang. Selain itu negara 
kepulauan Indonesia diatur pula dalam Pasal 2 UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa 
Negara Republik Indonesia merupakan negara.  
Penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan berdampak pada perekonomian Indonesia di mana 
sebagian besar penduduk Indonesia adalah nelayan atau bekerja sebagai penjala ikan di wilayah perairan 
Indonesia. Luas wilayah perairan Indonesia yang menghasilkan banyaknya hasil laut berupa ikan-ikan 
dengan berbagai ragam dapat menjadi modal masa depan khususnya di bidang perikanan dan secara tidak 
langsung dapat mendorong majunya pembangunan nasional khusus sektor kelautan. Melimpahnya hasil laut 
Indonesia mendorong kapal-kapal asing untuk mengambil hasil laut Indonesia dengan cara tidak sah. Sebagai 
contoh ”kasus 2017 sebanyak 95 kapal nelayan illegal terdiri dari 23 Kapal Perikanan Indonesia (KII) dan 72 
Kapal Perikanan Asing (KIA), ditangkap oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP-
KKP), TNI Angkatan Laut (53 kapal), POLRI (193 kapal), dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) 
Indonesia sebanyak 24 kapal secara berurutan.”(Tempo, 2017) 
Tingginya tingkat pencurian ikan mendorong Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo 
membuat kebijakan untuk menenggelamkan kapal-kapal di mana pelaku melakukan penangkapan ikan secara 
illegal. Guna memperkuat kebijakan tersebut maka Pemerintah mengundangkan peraturan baru sebagai 
pengganti Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 45 
tahun 2009. Dalam ketentuan UU Nomor 45 tagun 2009 pada Pasal 66 B menambahkan bahwa  tugas kapal 
 pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku-pelaku atau kapal-kapal yang melakukan 
penangkapan maupun pengangkutan di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Dalam melakukan 
tugas tersebut maka kapal pengawas perikanan Indonesia dapat dilengkapi dengan senjata api, dan/atau alat 
pengaman diri. Bahkan jika ada bukti permulaan yang ditemukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Indonesia 
di mana Kapal Pengawas Perikanan menemukan kapal Bendera Asing melakukan penangkan dan 
mengangkut ikan di wilayah perairan Perikanan Indonesia tanpa adanya SIPI dan SIKPI, sesuai aturan dalam 
Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 tahun 2009 dapat melakukan tindakan berupa pembakaran dan/atau 
penenggelaman kapal/perikanan yang berbendera asing. 
 
II. PERMASALAHAN 
Adapaun permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini ialah : 
“Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal di Perairan Indonesia berdasarkan 
UU No. 45 tahun 2009?” 
 
III.METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif yaitu mengkaji masalah 
penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Indonesia berdasarkan UU No. 45 tahun 2009 tentang 
Perikanan sesuai dengan konsep peraturan perundang-undangan. (Soekanto, 1995: 51). Sifat penelitian secara 
deskriptif dengan melihat dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam menyelesaikan 
kasus-kasus penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Indonesia. Data yang digunakan bersifat 
sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Analisa data digunakan melalui metode kualitatif yaitu 
dengan cara data yang diperoleh dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia? 
 
IV. PEMBAHASAN  
A. Arti Tindak Pidana dan Teori Hukum  
Sesuai dengan Amandemen 3 UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia 
adalah negara hukum. Dalam penjelasan ketentuan tersebut diartikan bahwa kekuasaan negara Indonesia 
dalam segala aspek harus berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun tujuan tersebut untuk menghindari 
terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga sesuai prinsip negara modern abad ke 20 
bahwa negara berdasarkan hukum dengan ciri bahwa:  
a. Supremacy of Law arti setiap tindakan dari penegakan hukum harus berdasarkan undang-undang atau 
konstitusi    
b. Equalirty before the Law arti semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan 
hukum  
c. Melindungi hak asasi manusia. (Harahap, 2000: 34) 
Uraian Indonesia sebagai negara hukum mempertegas aturan-aturan hukum harus sebagai sosial kontrol 
masyarakat di mana sehingga aturan hukum dapat menjadi sarana menciptakan kebenaran dan keadilan dan 
dapat mengubah kehidupan masyarakat untuk taat pada aturan yang berlaku. Salah satu cara menciptakan 
keadilan dengan menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku. Hal ini sesuai dengan dasar pemikiran bahwa 
“manusia tidak mempunyai kehendak bebas tetapi manusia melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi 
faktor watak, biologis, dan lingkungan yang dikenal dengan aliran determinisme”. (Muladi dan Arief, 2005: 
150).  Adapun arti Tindak Pidana atau Strafbaar feit menurut Simon “perbuatan manusia (berbuat atau tidak 
berbuat diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab. ( Sudarto, 2013: 68). Sedangkan menurut Moeljatno (2015: 59) perbuatan 
pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larang tersebut. Jika dikaitkan dengan sistem 
hukum Indonesia maka yang diartikan tindak pidana haruslah telah ada aturannya lebih dahulu atau adanya 
kepastian hukum atau asas Legalitas. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Tiada 
perbutan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan 
dilakukan telah ada”. 
 
B. Pengaturan Tindak Pidana Illegal fishing dalam Perundang-undangan Indonesia 
Pengaturan perlindungan hukum terhadap hasil sumber daya Indonesia khususnya masalah kelautan dan 
perikanan hal ini berdasarkan pada Pasal 33 Amandemen UUD 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan 
Keempat yang berbunyi: 
1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan 
2) Cabang-cabang produksi bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara 
 3) Bumi dan air dan kekayaan alam  mengenai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipegunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkunga, kemandirian serta dengan 
menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang”. (Amandemen UUD 1945 
Perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat). 
Isi Pasal 33 UUD 1945 menggambarkan bahwa perlunya hukum atau aturan-aturan dalam mengelola 
kehidupan dan perekonomian negara. Hal ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar 
Kusumaatmadja bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat berupa sosial kontrol 
masyarakat. Teori ini dipertegas oleh Romli bahwa perubahan dalam pembangunan masyarakat dapat 
dilakukan oleh negara melalui beberapa cara seperti perundang-undangan atau pengadilan ataupun 
mengkombinasi keduanya antara perundang-undangan dan pengadilan. (Atmasamita, 2010: 11). Bukti dari 
pelaksanaan dalam Pasal 33 UUD 1945 khusus masalah perikanan guna tercapainya pembangunan 
masyarakat diatur dalam suatu undang-undang yaitu UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Namun sebelum ada aturan tersebut KUHP ada mengatur pula 
“masalah tindak pidana perikanan yang diatur dalam Pasal 438-479 dan Pasal 560-569 KUHP. Hanya aturan 
yang terdapat dalam KUHP tidak mengatur secara khusus tentang masalah perikanan tetapi hanya mengatur 
tentang kejahatan pelayaran sesuai dengan judul BAB XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran (438-479) pada 
Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III Pelanggaran pada BAB IX Tentang Pelanggaran Pelayaran  (60-
569). Dengan ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 103 KUHP yang mengatur “Ketentuan-Ketentuan 
dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan 
perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. 
Sedang Pasal 63 ayat 2 KUHP “Jika perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidaa yang umum, diatur 
pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang  khusus itulah yang dikenakan”. (Moeljatno, 2011). 
Aturan ini menegaskan maka dalam masalah perikanan menggunakan aturan di luar KUHP yaitu Undang-
Undang Nomor 45 tahun 2009. 
Dengan diundangkannya UU nomor 45 tahun 2009 maka diharapkan proses  penegakan hukum 
khususnya dalam tindak pidana illegal fishing dapat terwujud. Adapun arti penegakan hukum menurut David 
Berker dan Collin Palfied “kumpulan aturan baik tertulis dalam arti undang-undang maupun tidak tertulis 
seperti kebiasaan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dan dilaksanakan secara paksa yang 
mempunyai daya atau kekuatan eksekusi”. (Sunaryo, 2004: 3). Dalam melaksanakan penegakan hukum, 
upaya hukum tersebut tidak hanya meliputi aturan-aturan hukum saja atau aspek hukum tetapi harus pula 
meliputi aparat hukum atau para penegak hukum serta budaya hukum masyarakat. Hal ini menurut Friedman 
harus meliputi “Substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan misal UU Nomor 45 tahun 2008 
Struktur hukum, aparat misal kerjasama TNI AL, Polisi Air, TNI AU Dirjen Pengawasan dan Pengendalian 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PsSDKP) dengan kebijakannya, sarana, prasarana hukum seperti 
VMS (Vessed Monitoring System) berupa berupa bentuk pengawasan di bidang penangkapan, dan/atau 
pengangkutan ikan, kapal pengawas melaksananakn pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan, 
pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) melaksanakan kegiatan melakukan pengawasan sumber 
daya kelautan  perikanan,  dan kesadaran masyarakat, bagaimana peranan masyarakat dalam membantu 
penegakan hukum dalam illegal fishing sehingga masyarakat ikut membantu penanggulangan illegal fishing 
dengan cara ikut melakukan pengawasan perikanan (pasal 66 UU No. 31tahun 2004)”. (Mahmudah, 2015: 
121-140). 
Dalam peraturan perundang-undang tentang perikanan arti pencurian ikan secara tidak sah atau illegal 
fishing belum ada arti yang jelas. Pengertian illegal fishing muncul dalam Penjelasan Umum UU No. 45 
tahun 2009, bahwa tindakan illegal fishing dapat mendatangkan kerugian bangi negara, mengancam 
kepentingan nelayan serta usaha-usaha perikanan nasional. Guna mendapat “pengertian tentang Illegal 
fishing maka dapat merujuk pada batasan yang digunakan oleh Internasional Plan of Action (IPOA) ialah: 
1) Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau oleh kapal berbendera asing di 
perairan yang bukan merupakan wilayah atau yuridiksi negara berbendera asing tersebut tanpa 
memiliki ijin dari negara yang memiliki yuridiksi wilayah perairan perikanannya dengan melakukan 
kegiatan berupa penangkapan ikan, dan bertentangan dengan hukum atau aturan negara di mana 
wilayah perikanan perairannya dilakukan kegiatan tersebut oleh kapal asing 
2) Kegiatan penangkap ikan yang dilakukan oleh kapal dengan berbendera asing dan negara tersebut 
merupakan anggota organisasi pengelolaan perikanan regional (Regional Fisheries Management 
Organization) namun tindakan-tindakannya bertentangan dengan tindakan-tindakan organisasi 
tersebut dan juga melanggar hukum internasional  
 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara 
atau ketentuan internasional termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara aggota RFMO)”. 
(Mahmudah, 2015: 121-140). 
Perbuatan Pidana atau tindak pidana illegal fishing ada yang merupakan kejahatan dan ada pula 
pelanggaran. “Hal ini sesuai Pasal 103 UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU Nomor 45 tahun 2009 tentang 
Perikanan: ayat (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 
91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 merupakan kejahatan; ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99. Pasal 100 merupakan 
pelanggaran”.  (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I tahun 2010 tentang Perikanan, Citra Aditya 
Umbara, 2010:106) 
Potensi perikanan Idonesia yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dijadikan tulang punggung negara 
perlu diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menaikkan penghasilan nelayan, yang 
dapat mendorong naiknya devisa negara. Oleh karenanya perlu ada perlindungan sumber daya perikanan, 
untuk itu dibutuhkan adanya dasar hukum penggelolaan sumber daya ikan yang dapat mengikuti 
perkembangan jaman dan teknologi. Namun kenyataannya UU No. 31 tahun 2004 belum bisa mengikuti 
perkembangan jaman maupun kemajuan tehnologi, sehingga dilakukanlah perubahan meliputi pengawasan, 
penegakan hukum, pengelolaan perikanan seperti perijinan dan lain-lainnya dengan UU Nomor 45 tahun 
2009. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I tahun 2010 tentang Perikanan, Citra Aditya Umbara, 
2010:38-41). 
Adapun cara-cara melakukan illegal fishing  umumnya dilakukan dengan melanggar Pasal 28 dan Pasal 
28 A UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009  yang meliputi “Melakukan penangkapan ikan 
dengan mengoperasikan kapal pengangkut ikan harus memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), 
Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), ataupun tidak boleh memalsukan 
atau menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu” Berdasarkan arti illegal fishing maka dapat dikategorikan 
“empat golongan termasuk illegal fishing : 
a. Penangkapan tanpa ijin 
b. Penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu 
c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang 
d. Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan ijin”. (Mahmudah, 2015: 121-140) 
Dalam rangka penegakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Illegal fishing sesuai dengan menurut 
Soedarto,” hukum pidana apabila hendak digunakan harus memperhatikan secara keseluruhan politik kriminil 
atau social defence planning, arti harus tetap merupakan integral dari rencana pembangunan nasional. 
Adapun kebijakan kriminil tersebut haruslah memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga tujuan 
utama hukum tersebut demi mencapai kebahagiaan bagi masyarakat/penduduk dapat tercapai dengan 
terciptanya kesejahteraan masyarakat.”(Muladi dan Arief, 2005: 157). Dengan dasar tersebut maka 
penegakan hukum pidana dalam illegal fishing dapat berupa kebijakan penal dan non penal.  “Penjatuhan 
sanksi pidana penjara berlaku bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dikenakan pidana 
paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 diatur Pasal 64 
dan Pasal 85 UU Nomor 45 tahun 2009 jo UU No. 31 tahun 2004. Sedangkan bagi setiap orang yang 
melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan tanpa ada SIUP, SIPI dan SIKP maka dapat 
dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 7 tahun denda  paling sedikit Rp. 1.500.000.000 dan paling 
banyak Rp 20.000.000.000 sesuai Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94 A UU No 45 tahun 2009 jo UU No. 31 
tahun 2004. Bagi nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan dan atau kapal angkut perikanan yang 
tidak memiliki surat ijin berlayar dapat dikenakan sanksi pidana selama 1 tahun penjara dan denda Rp. 
200.000.000. Adapun Pasal 100 A UU No. 45 tahun 2009 jo UU No. 31 tahun 2004 apabila pengoperasian 
kapal penangkapan ikan dan/atau pengangkutan perikanan dengan menggunakan keterangan atau pemalsuan 
persetujuan sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dan Pasal  35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1)  dengan melibatkan 
pejabat dipidana ditambah 1/3 dari pidana pokok”. (Undang-Undang RI. Nomor 45 tahun 2009 & Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. tahun 2010 tentang Perikanan). Selain mengenai pemidanaan secara 
penal dalam peraturan perundangan dalam UU No. 45 tahun 2009 adapula penjatuhan berupa non penal, 
berupa penjatuhan sanksi pidana berupa kebijakan sosial yang berguna usaha preventif atau pencegahan 
kejahatan. Hal ini dengan melakukan kegiatan patroli dan pengawasan secara terus menerus dan 
berkesinambungan oleh” Kapal Pangawas RI yang dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat 
pengaman diri. Dalam melaksanakan tugasnya kapal pengawas apabila ditemukan bukti permulaan berupa 
adanya dugaan pada kapal berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKP, dan kapal pengawas yakin betul 
bahwa kapal berbendera asing itu melakukan tindak pidana di bidang perikanan, maka kapal pengawas 
perikanan RI dapat melakukan tindakan khusus beupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sesuai 
Pasal 66 dan Pasal 69 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan”.  Penjatuhan sanksi pidana berupa penal dan 
non penal diharapkan dapat tercapai sesuai tujuan pembangunan hukum nasional guna membangun 
masyarakat hukum Indonesia. 
  
V. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa “pengaturan pelaku tindak pidana illegal 
fishing dapat dilakukan dua cara : 
1) Secara penal dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda oleh Pasal 93, Pasal 
94, Pasal 94A dan pemberatan pidana Pasal 100 A UU No. 45 tahun 2009 jo UU No. 31 tahun 2004 
tentang Perikanan 
2) Secara non penal dengan menjatuhkan kebijaksan sosial yang terintegrasi pada pembangunan hukum 
nasional dengan melakukan tindakan khusus oleh kapal pengawas RI, dengan bukti permulaan 
melakukan pembkaran dan/atau penenggelaman kapal. 
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